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KATA PENGANTAR 

 
 Puji syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Sub Kegiatan 

Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur telah selesai dilaksanakan.  

 Laporan ini berisikan uraian pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan capaian kegiatan 

yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. 

 Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, 

masukan dan manfaat dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur untuk perbaikan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya. 

 Penyusunan Laporan Tahunan ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun disadari masih 

banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, kami mohon saran dan kritikan 

untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 

 
Padang, 30 Desember 2024 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan 

 
 
 

Rahmi Laila, S.Si, M.Si 
NIP. 19810119 200604 2 003 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  
 

Sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pemerintah harus mampu untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan 

pembangunan. Kegiatan pembangunan dilakukan dalam proses manajemin yang efektif dan 

efisien. Tahapan dalam proses antara lain adalah perencanaan dan penganggaran. Tahapan 

tersebut diatur terpisah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara serta Udang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

Pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa perencanaan 

pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dengan periode 

1 (satu) tahun. Dokumen RKPD merupakan breakdown dari RPJMD dan diharapkan dapat 

menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan 

untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan pemerintah.  

Capaian – capaian target yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah 

sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi. 

Monitoring merupakan upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan 

dari berbagai komponen program sebagaimana telah direncanakan, waktu pelaksanaan 

program sebagai mana telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program. 

Pengumpulan data atau informasi dalam monitoring dimaksudkan untuk mengetahui 

kenyataan yang sebenarnya dalam pelaksanaan program yang dipantau. Sementara itu evaluasi 

merupakan proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja 

program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja 

program/kegiatan. Monitoring dan evaluasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan 

meliputi pengumpulan data, proses dan pemilihan informasi mengenai implementasi proyek, 

progress yang dicapai pada proyek tersebut sampai kepada dampak dan efek dari adanya 

proyek tersebut. 

Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai Visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani 

yang Unggul dan Berkelanjutan” dan salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah 2021-2026 adalah “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang 

Berkeadilan dan Berkelanjutan” sehingga memerlukan data dan informasi yang berkualitas 

untuk menunjang peningkatan kinerja pembangunan daerah. 

Terkait dengan kebijakan, Pemerintah memastikan ketersediaan anggaran untuk 

mempercepat pencapaian program strategis nasional dan program strategis daerah. 
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Postur APBD 2024 disusun untuk mengakomodasi upaya pemerintah tersebut dengan 

merealokasi kegiatan yang kurang prioritas, dana yang masih diblokir, sisa tender, dan 

kegiatan yang dibatalkan, belanja yang tidak mendesak (perjalanan dinas, biaya rapat, 

penyelenggaraan event, honorarium, dan belanja operasional), Belanja Modal untuk 

kegiatan yang bukan prioritas dan belum ada perikatan (masih diblokir, masih dalam 

proses tender, sisa lelang). 

1.2. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

3) Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5657); 

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025; 

7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 79); 

8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 177); 

9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6); 
10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024; 
11) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. 

12) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2024;  

1.3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan 

Tujuan dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur adalah: 

1. Untuk perumusan kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan Infrastruktur 

serta terwujudnya efisiensi dan efektifitas serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan 

program yang sedang berjalan. 

2. Teridentifikasinya seluruh potensi dan permasalahan pembangunan pengembangan 

infrastruktur,  

3. Untuk mengumpulkan informasi dan data termutakhir yang digunakan sebagai dasar 

penyusunan perencanaan dan peningkatan koordinasi program pembangunan. 

Sasaran dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur adalah: 

Termonitornya pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan pengembangan 

infrastruktur, untuk penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya. 

1.4. Hasil Kegiatan 

Akhir hasil dari Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2024 adalah : 
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1. Terkendalinya pelaksanaan pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur. 

2. Tersusunnya laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2024. 

1.5.  Lingkup Kegiatan 

Lingkup wilayah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah Tahun 2024 adalah 

pada seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat yang berjumlah 19 Kabupaten/Kota. 

Dan untuk mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi secara terpadu dan sinergis 

ditempuh upaya-upaya antar lain : 

1. Melakukan koordinasi dan rapat koordinasi dengan instasi terkait pelaksana program 

dan kegiatan di provinsi dan Kabupaten/Kota  

2. Pengumpulan, mengolah dan menganalisa data informasi lapangan yang didapatkan 

sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur. 

3. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD 

terkait dan Kab/kota pelaksana. 

1.6.  Sistematika Penulisan 
BAB I  Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud 

dan tujuan, hasil yang diharapkan dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan.  
BAB II  Laporan Pelaksanaan Kegiatan, berisi mengenai uraian ringkas hasil 

pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Infrastruktur  
BAB III  Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan, menguraikan beberapa 

permasalahan pokok dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Infrastruktur   
BAB IV Penutup, penutup berupa kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan 

kegiatan. 
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BAB II 
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat, 

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan telah melaksanakan koordinasi dan monitoring dan 

evaluasi bidang infrastruktur dengan OPD Teknis terkait. Beberapa kegiatan yang telah 

dikoordinasikan / difasilitasi antara lain:  

2.1.  Rapat Koordinasi Evaluasi Ketercapaian Indikator Pada Dokumen Perencanaan 

Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Ketercapaian Indikator ini merupakan tindak lanjut 

atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No. 8/LHP/XVIII.PDG/01/2024 

tanggal 12 Januari 2024 dan Surat Gubernur No. 700.1.2.1/12/SE/INSP/I/2024 tanggal 

29 Januari 2024 perihal TLHP BPK atas Kinerja Penyelenggaraan Jalan TA 2021 s.d 

TW III 2023. Dimana Bappeda diminta untuk melakukan koordinasi dengan Dinas 

BMCKTR terkait ketercapaian indikator Program Penyelenggaraan Jalan pada 

Dokumen Perencanaan meliputi RPJMD, RKPD, Renja dan Program Unggulan 

Gubernur. 

Berdasarkan LHP BPK RI tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa temuan terkait 

audit kinerja penyelenggaraan jalan di Prov. Sumatera Barat, khusunya dalam proses 

perencanaan dan penganggaran. Adapun poin-poin temuan diantaranya: 

a. Pemprov Sumbar Belum Sepenuhnya Memadai Dalam Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan dan Preservasi Jalan 

- Ketidak selarasan Target Indikator Kinerja Program/Kegiatan terkait 

Penyelenggaraan Jalan pada Dokumen RPJMD/ RKPD/Renja dengan Dokumen 

Program Unggulan.  

- Ketidakselarasan pagu indikatif Program Penyelenggaraan Jalan pada RPJMD 

dan Renstra. 

b. Penganggaran Pembangunan dan Preservasi Jalan Belum Sepenuhnya Optimal 

untuk Meningkatkan Kemantapan Jalan. 

c. Pemprov Sumatera Barat Belum Memiliki Pedoman Prioritas 

Penanganan/Pemantapan Jalan dalam Menyusun Program/Kegiatan Pembangunan 

dan Preservasi Jalan 

- Penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan dan Preservasi Jalan Tidak 

Didukung Kertas Kerja Prioritas dan Analisis Penanganan Jalan 

- Penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan dan Preservasi Jalan Belum 

Didukung Dokumentasi yang Memadai 

d. Penganggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2022 dan 2023 Belum 

Memenuhi Ketentuan Mandatory Spending Infrastruktur. 



LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR  

TAHUN 2024 

 

7 
 

Jika merujuk pada Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD dan Renja), diketahui 

bahwa target indikator kinerja Rasio Kemantapan Jalan telah selaras namun sayangnya 

target yang ditetapkan tersebut tidak dapat tercapai sejak tahun 2021 s.d 2023. Kiranya 

Dinas BMCKTR nantinya dapat menyapaikan alasan tidak tercapainya target kinerja 

yang telah ditetapkan. Adapun target dan capaian indikator Rasio Kemantapan Jalan 

dapat dilihat pada table berikut: 

Tahun 
RPJMD RKPD Renja 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

2021 75 73,92 75 73,92 75 73,92 

2022 75 71,72 75 71,72 75 71,72 

2023 77 66,06 77 66,06 77 66,06 

Selain dokumen perencanaan diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga 

menetapkan SK Gubernur Nomor: 050-47-2022 tentang Penetapan Kinerja Program 

Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran atas 

program-program unggulan kepala daerah dengan menetapkan beberapa indikator 

kinerja. Dimana dalam LHP BPK RI disampaikan bahwa Indikator yang digunakan 

dalam Progul tidak selaras dengan Indikator pada RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja. 

Dalam hal ini Bappeda telah memberikan jawaban kepada BPK RI terkait posisi Progul 

terhadap RPJMD. Dimana Progul ini bersifat suplemen terhadap pencapaian RPJMD. 

Dimana output program unggulan ini dapat mendukung capaian RPJMD. Adapun 

indikator kinerja yang terkait dengan Penyelenggaraan Jalan pada Program Unggulan 

Gubernur adalah: 

No Indikator Kinerja 
Realisasi 

2021 

Target 

2022 

Realisasi 

2022 

Target 

2023 

1 Jumlah panjang jalan Provinsi yang 

terbangun baru menuju Kawasan sentra 

produksi dan pemasaran hasil pertanian dan 

perikanan (kilometer) 

8,406 3,090 3.641 71,15 

2 Jumlah ruas jalan Provinsi yang terbangun 

baru menuju Kawasan sentra produksi dan 

pemasaran hasil pertanian dan perikanan 

(ruas) 

6 7 7 21 

3 Jumlah panjang jalan provinsi yang 

terbangun baru pada daerah yang belum 

16,68 21,60 5,64 53,50 
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berkembang, terisolir dan perbatasan 

(kilometer) 

4 Jumlah akses jalan provinsi yang terbangun 

baru pada daerah yang belum berkembang, 

terisolir dan perbatasan (ruas) 

9 11 80,3 12 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa untuk tahun 2022 indikator 1,2 dan 4 dapat 

dicapai. Sementara untuk indikator ke 3, tidak dapat dicapai. Untuk itu juga dimintakan 

kepada Dinas BMCKTR dapat memberikan informasi terkait ketidaktercapaian target 

indikator ini. 

Sementara itu, salah satu poin temuan BPK RI adalah terkait ketidakselarasan 

penganggaran pada masing-masing dokumen perencanaan. Dimana hal ini dapat dilihat 

berdasarkan tebel berikut: 

Tahun RPJMD 

(Juta) 

Renstra 

(Juta) 

RKPD 

(Juta) 

Renja 

(Juta) 

DPA 

(Juta) 

Realisasi 

(Juta) 

2021 481.868  434.405 434.405 239.138 207.277 

2022 198.648 268.496 994.664 587.845 268.496 257.012 

2023 201.181 201.181 1.412.605 125.857 199.525 197.735 

2024 206.125 206.125 122.025 168.125 176.405  

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2022 anggaran Program Penyelenggaraan 

Jalan pada RPJMD dan Renstra tidak selaras. Sementara untuk tahun 2023 pagu 

anggarannya telah selaras. Begitu juga dengan anggaran antara RKPD dengan Renja 

pada tahun 2022 dan 2023 juga tidak selaras. Untuk itu diminta tanggapan Dinas 

BMCKTR terkait temuan-temuan dari BPK RI tersebut. 

Dinas BMCKTR 

Pada akhir tahun anggaran 2023 merupakan tahun yang sangat sibuk bagi Dinas 

BMCKTR. Karena Dinas BMCKTR tidak hanya disibukkan oleh pelaksanaan kegiatan, 

namun juga menjalani pemeriksaan / audit kinerja, Belanja Modal, Swakelola dll oleh 

Tim BPK RI. Selain itu pemeriksaan juga tidak hanya pemeriksaan dilapangan, namun 

juga pemeriksaan administrasi, kertas kerja, proses perencanaan, penganggaran, dll. 

Dan harus diakui bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam proses perencanaan dan 

pendokumentasian administrasi. 

Untuk penanganan Jalan, Dinas BMCKTR memfokuskan pada dua hal yaitu 

Peningkatan Kemantapan Jalan dan Konektivitas antar wilayah. Mengingat proses 

pengajuan dan pola pekerjaan Dana DAK saat ini adalah Long Segment, maka dalam 2 

tahun terakhir Dinas BMCKTR mengarahkan anggaran DAK untuk penanganan 



LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR  

TAHUN 2024 

 

9 
 

peningkatan kematapan Jalan. Sementara untuk anggaran APBD lebih diarahkan untuk 

pembangunan jalan dalam rangka peningkatan konektivitas antar wilayah. Sementara 

untuk pekerjaan penanganan jalan rusak berat, Dinas BMCKTR mengupayakan pola 

pendanaan lain seperti dana Inpres. Namun dalam pemeriksaan kemaren, tim BPK 

meminta SOP atau kebijakan yang dijadikan pedoman prioritas 

penanganan/pemantapan jalan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan dan 

Preservasi Jalan. Dimana hal ini tidak dapat dipenuhi / belum tersedia. 

Terkait target kemantapan jalan yang tidak tercapai, dapat disampaikan bahwa hal ini 

disebabkan karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Untuk itu, Dinas BMCKTR 

juga telah mengupayakan melalui sumber-sumber pendanaan lain seperti DAK, PHJD 

dan Inpres. Naumn sepertinya hal tersebut juga masih belum memadai. Sebanyak 6 

(enam) UPTD Wilayah yang ditugaskan untuk menjaga kemantapan jalan, ternyata juga 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan penganggaran. Hal ini diperparah dengan 

banyaknya bencana yang terjadi seperti longsor, jalan terban, jalan rusak, pohon 

tumbang, dll yang membutuhkan penanganan segera. 

Selain itu pada tahun 2020 dan 2021 juga dilakukan refocusing anggaran untuk 

penanganan covid 19, sehingga upaya peningkatan kemantapan jalan terkendala. Dan 

pada tahun 2023 juga telah terbit SK Jalan Provinsi yang baru, dimana terdapat 

penambahan 5 ruas jalan baru dengan kondisi kemantapan yang rendah. Akibatnya rasio 

kemantapan jalan provinsi mengalami penurunan.  

Dengan penanganan yang dilakukan pada tahun 2023, kondisi kemantapan jalan 

provinsi telah mencapai 67,99%. Dan melihat target RPJMD tahun 2024 sebesar 79%, 

hal ini sangat tidak mungkin untuk dicapai. Untuk itu Dinas BMCKTR berharap target 

kemantapan jalan tahun 2024 dan 2025 dapat dilakukan perubahan. 

Terkait keselarasan pagu anggaran antara RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja, Dinas 

BMCKTR juga belum memperoleh informasi lengkap terkait penyebab terjadinya 

perbedaan pagu anggaran antar dokumen perencanaan tersebut. 

Terkait indikator program unggulan gubernur, Dinas BMCKTR menetapkan 

Subkegiatan Pembangunan Jalan sebagai subkeg pengampu pencapaian indikator 

progul. Dimana untuk indikator “Jumlah panjang jalan provinsi yang terbangun baru 

pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan”, Dinas BMCKTR 

menetapkan 12 ruas jalan sebagai target pencapaian indikator. Namun ruas jalan ini 

beririsan dengan ruas jalan untuk indikator “Jumlah panjang jalan Provinsi yang 

terbangun baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan 

perikanan”. Karena sampai saat ini Dinas BMCKTR tidak mendapat informasi pasti 

tentang penetapan Kawasan sentra pertanian dan perikanan. Untuk itu diharapkan ada 
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definisi operasional yang jelas terkait indicator Progul, sehingga SKPD tidak 

menafsirkan sendiri terkait indicator-indikator ini. 

Selain itu ruas jalan yang ditampung dalam Program Unggulan juga mencakup 

penanganan ruas jalan yang berada diluar SK Jalan Provinsi. Sehingga apapun bentuk 

penanganan yang dilakukan terhadap jalan di luar SK Jalan Provinsi, hanya akan 

menjadi pencapaian progul namun tidak dapat meningkatkan kemantapan jalan yang 

menjadi indikator pencapaian di RPJMD. 

Target indicator progul terkait pembangunan jalan merupakan angka kebutuhan 

penanganan jalan selama 5 tahun untuk mencapai target kemantapan jalan yang telah 

ditetapkan. Sehingga pada tahun 2023 s.d 2026 dibutuhkan penanganan jalan yang 

cukup panjang.  

Bidang P2EPD 

Menanggapi penjelasan dari Dinas BMCKTR terkait perbedaan pagu indikatif pada 

Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja), mungkin perlu dianalisa 

kembali proses penyusunan Dokumen Perencanaan tersebut. Mengingat Bidang Bina 

Marga telah menyampaikan pagu kebutuhan ke sub bagian program pada Dinas 

BMCKTR. Namun setelah itu ada berbagai mekanisme dan proses yang dilalui dalam 

penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Sehingga ada kemungkinan informasi 

selama proses penyusunan dokumen ini tidak sampai kembali ke Bidang Bina Marga. 

Untuk target yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra yang terlalu tinggi, saat ini tidak 

bisa lagi dilakukan perubahan. Kondisi ini juga dialami oleh beberapa SKPD di Prov. 

Sumatera Barat. Untuk itu disarankan target-target yang terlalu tinggi ini diturunkan 

dalam penyusunan RKPD, dengan dilengkapi narasi, alasan, pertimbangan dan evaluasi 

penyebab dilakukannya pengurangan target tersebut. Hal ini juga terkait dengan 

penilaian SAKIP yang dilakukan Biro Organisasi. 

Untuk target progul, mungkin SKPD dapat melacak kembali proses awal pengajuan 

usulan indicator progul. Sehingga bisa diperoleh informasi terkait ruas-ruas jalan yang 

menjadi target penanganan dalam progul. Selain itu capaian progul bersifat output yang 

tidak hanya mencakup jalan kewenangan provinsi, namun juga mencakup ruas jalan 

diluar kewenangan provinsi. 

Terkait SK Jalan Provinsi, Dinas BMCKTR tengah melakukan penataan kembali terkait 

fungsi jalan. Dimana dari 66 ruas jalan provinsi, 33 ruas diantaranya bisa terdegradasi 

dari SK Jalan Provinsi. Namun tentu hal ini tidak semudah itu untuk dilakukan 

perubahan SK Jalan. Karena hal ini akan berdampak pada status jalan dan 

penanggungjawabnya. Untuk itu saat ini Dinas BMCKTR telah mulai 

menginformasikan ke Pemerintah Kabupaten / Kota terkait rencana penataan kembali 
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fungsi jalan. Dan perubahan SK Jalan juga baru dapat dilakukan pada tahun 2028 

mengingat SK Jalan Provinsi baru diterbitkan pada tahun 2023. 

JFP Ahli Muda Bappeda 

Terkait rencana penataan fungsi jalan, Dinas BMCKTR perlu menetapkan Time Line 

kedepannya. Kapan SK Fungsi Jalan ini diterbitkan, lalu bagaimana tindak lanjut 

kedepannya. Karena dengan penataan jalan provinsi ini dapat memberikan dampak 

positif untuk penanganan jalan provinsi kedepannya. 

Dari sisi penganggaran, selayaknya ada efisiensi dalam penganggaran penanganan jalan 

dengan memanfaatkan teknologi baru. Dan diharapkan ada beberapa ruas jalan yang 

dijadikan pilot project penanganan jalan secara optimum. 

Selain itu juga dibutuhkan pendataan dan publikasi terhadap kondisi masing-masing 

ruas jalan misalnya melalui WebGis. Dimana dengan publikasi ini, masyarakat dapat 

memperoleh informasi yang memadai terkait ruas-ruas jalan provinsi. 

Dinas BMCKTR 

Efisiensi anggaran penanganan jalan bisa terrealisasi jika nilai optimum penanganan 

terpenuhi. Masalahnya saat ini anggaran pemeliharaan jalan di Sumatera Barat hanya 

27 juta/km, sementara standar anggaran pemeliharaan nasional adalah 40 juta/Km. 

Selain itu sarana dan prasarana penanganan jalan yang dimiliki Pemerintah Prov. 

Sumatera Barat saat ini juga masih sangat terbatas. 

Dalam hal penggunaan teknologi baru, sebenarnya sudah ada beberapa teknologi baru 

dalam penanganan jalan seperti aspal karet, aspal dingin dan aspal buton. Namun 

peanfaatan teknologi baru ini membutuhkan anggaran yang lebih besar. 

Dalam hal pendataan kondisi jalan, Dinas BMCKTR setiap tahunnya melakukan 

pendataan kondisi jalan melalui PKRMS. Kedepannya akan dilakukan publikasi 

melalui web pemda dan webgis agar informasi dapat tersebar luas ke masyarakat. 

Salah satu temuan BPK RI yang belum terpenuhi saat ini adalah Perda Penyelenggaraan 

Jalan yang mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan. Selain itu juga 

perlu juga disusun Rencana Umum Jaringan Jalan, namun hal ini membutuhkan waktu 

dan anggaran yang cukup besar. Untuk tahun 2024 ini Dinas BMCKTR akan 

menerbitkan SK Fungsi Jalan. 

  



LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR  

TAHUN 2024 

 

12 
 

  
 

2.2.  Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Triwulan II, Rencana Objek Monitoring dan 

Evaluasi 

Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Triwulan II, Rencana Objek Monitoring 

dan Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024 di Ruang Rapat Lt. I Bappeda Prov. 

Sumatera Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh SKPD di lingkup Bidang 

Infrastruktur dan Kewilayahan. Adapun tujuan dari dilaksanakannya rapat ini adalah 

menindaklanjuti hasil verifikasi capaian IKU., IKD dan progul dimana masih ada data-

data yang masih kosong. Untuk itu dimohonkan informasi terkait dari IKU, IKD dan 

Progul dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan. 

Dinas Lingkungan Hidup 

Capaian IKU pada Dinas Lingkungan Hidup kondisi Triwulan II TA. 2024: 

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) 75,85 sama dengan capaian tahun 2023 

karena IKLH Provinsi adalah merupakan rekapitulasi dari capaian kabupaten/kota. 

Faktor penghambat dari pencapaian IKU : 

Terdapat pembatasan kewenangan pemerintah provinsi di kab/kota yang menjadi 

penghambat pencapaian realisasi pada kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan. 

Faktor Pendukung pencapaian IKU : 

Terhadap komponen IKLH (IKA, IKU, IKL, IKAL) dijabarkan dalam kegiatan 

konkret di DLH melalui kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target IKLH 

Rencana Tindak Lanjut : 

Untuk mencapai target IKL dilakukan pemulihan kerusakan lingkungan melalui 

program CSA 

Sub Kegiatan Pendukung : 

Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap media tanah, air, 

udara, dan laut dengan lokasi 19 kab./kota 

Capaian IKD pada Dinas Lingkungan Hidup kondisi Triwulan II TA. 2024 : 

1. Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi (%), capaian 

sampai dengan triwulan II : 54 
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Faktor Penghambat : 

Masih terbatasnya SDM kab/kota dalam melakukan proses persetujuan lingkungan 

yang di mohonkan oleh pemilik usaha/kegiatan 

Faktor Pendorong : 

Tersedianya SDM fungsional tertentu (pedal) untuk melakukan pembinaan pada 

kab/kota yang melakukan proses persetujuan lingkungan 

Rencana Tindak Lanjut OPD 

Berkoordinasi dengan DLH Kab.Sijunjung terkait lokasi lahan akses terbuka yang 

akan dipulihkan 

Melakukan pemulihan lahan akses terbuka melalui program CSA bekerjasama 

dengan PT. Semen Padang secara parsial 

Sub Kegiatan Pendukung 

Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasiRencana Tindak Lanjut, perbatasan 

kab/kota 

2. Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%) 

Capaian s.d triwulan II : 66,67 

Tidak ada faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian IKD 

Faktor Pendorong : 

Tersedianya pejabat pengawas lingkungan dan pejabat pengendali lingkungan 

Rencana Tindak Lanjut OPD 

Berkoordinasi dengan DLH Kab.Sijunjung terkait lokasi lahan akses terbuka yang 

akan dipulihkan 

Melakukan pemulihan lahan akses terbuka melalui program CSA bekerjasama 

dengan PT. Semen Padang secara parsial 

Sub Kegiatan Pendukung 

Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasiRencana Tindak Lanjut, perbatasan 

kab/kota 

3. Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman 

hayatinya (Kabupaten/Kota) 

Capaian sampai dengan triwulan II adalah 7 kab./kota 

Faktor Penghambat : 

Masih dalam proses validasi data di kab/kota 

Faktor Pendorong : 

Adanya regulasi pemerintah untuk pengaturan pemanfaatan keanekaragaman 

hayatinya 
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Rencana Tindak Lanjut : 

Melakukan pembinaan/ koordinasi dengan kab/kota dalam penyusunan dokumen 

KLHS RPJMD 

Sub Kegiatan : 

• Pengelolaan Taman Kehati lainnya 

• Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati Lainnya  

• Pembinaan Penyelenggaraan KLHS 

4. Persentase penanganan Limbah B3 (%) 

Capaian sampai triwulan II adalah 100 

Faktor penghambat : 

• Pembuangan limbah B3 secara ilegal ke lingkungan 

• Belum semua penghasil limbah B3 melaporkan limbah  B3 yang dihasilkan ke 

aplikasi siraja 

• Penyimpanan limbah B3 yang melewati masa simpan terutama limbah medis 

yang masa simpannya hanya 2x24 jam di suhu ruang sedangkan untuk 

pengangkutan limbah B3 memakan waktu lebih dari 2x24 jam. Selain itu 

operasional UPTD LB3M belum berjalan sampai kondisi Juni 2024 

Faktor Pendorong : 

• Adanya aplikasi siraja yang memudahkan untuk monev LB3 yang dihasilkan 

limbah LB3 yang dikelola, izin, pelaporan, dan kerja sama dengan pengelolaan 

lanjutan 

• Kerja sama pengeloaan limbah B3 medis dengan pihak ketiga dan sudah adanya 

transporter yang mempunyai cold storage dengan suhu <0 derajat celcius pada 

truk pengangkutnya sehingga bisa memperpanjang masa simpan 

Rencana Tindak Lanjut : 

• Melakukan pembinaan ke perusahaan/instansi LH kab-kota terkait ketaatan 

terhadap pengelolaan limbah B3 termasuk pelaporan limbah B3 ke SIRAJA  

• Memperketat pengawasan pengelolaan limbah B3 terhadap penghasil 

• Memproses perizinan pengelolaan limbah B3 sesuai perundang-undangan yang 

berlaku 

Sub Kegiatan :  

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan 

Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

5. Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi 

(%) 

Capaian sampai dengan triwulan II adalah 54 
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Faktor penghambat : 

• Anggaran Pemerintah Provinsi terkiat Sub Kegiatan Pengawasan Izin 

Lingkungan/Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Provinsi                                                 

• Kurangnya kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pelaku 

usaha dan atau kegiatan dan pemerintah Kabupaten Kota 

Faktor pendukung : 

Ketersediaan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 

Rencana Tindak Lanjut : 

• Meningkatkan koordinasi pengawasan penaatan lingkungan dengan 

Kabupaten/Kota dan KLHK    

• Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup pelaku usaha dan atau 

kegiatan dan pemerintah Kabupaten Kota 

Sub Kegiatan Pendukung : 

Pengawasan izin lingkungan/persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Provinsi  

6. Persentase Pemenuhan Data MHA Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH (%) 

Capaian sampai dengan triwulan II : 100% 

Faktor Penghambat : 

Belum ada payung hukum di provinsi terkait dengan pengakuan masyarakat hukum 

adat 

Faktor Pendorong : 

Adanya dukungan dari pemerintah daerah 

Rencana Tindak Lanjut : 

• Meningkatkan koordinasi pengawasan penaatan lingkungan dengan 

Kabupaten/Kota dan KLHK  

• Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup pelaku usaha dan atau 

kegiatan dan pemerintah Kabupaten Kota 

Sub Kegiatan : 

Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA. 

Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH 

7. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Provinsi Yang Telah Mengikuti 

Pendidikan/Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup (%)  

Capaian triwulan II adalah 50% 

Faktor pendukung : 

Adanya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota tempat pelaksanaan pelatihan 

dan penyuluhan lingkungan hidup 
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Sub Kegiatan : 

Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA. 

Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH 

8. Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Penghargaan Di 

Bidang Lingkungan Hidup (%) 

Sampai dengan ttriwulan II masih belum ada realisasi 

Faktor Penghambat : 

Minimnya usulan dari penerima penghargaan dari program kalpataru 

Faktor pendukung : 

Dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendampingan pengusulan calon 

penerima penghargaan 

Sub Kegiatan : 

Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA. 

Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH 

9. Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan (%) 

Capaian sampai triwulan II adalah 57% 

Faktor Penghambat : 

• terdapatnya pengaduan terhadap kegiatan yang ilegal dan berkaitan dengan 

konflik sosial kemasyarakatan yang dihubungkan dengan permasalahan 

lingkungan 

• mekanisme dan pemahaman dalam proses penanganan pengaduan yang belum 

maksimal dari pihak yang difasilitasi Minimnya usulan dari penerima 

penghargaan dari program kalpataru 

Faktor pendukung : 

Dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendampingan pengusulan calon 

penerima penghargaan 

Sub Kegiatan : 

Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA. 

Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH 

10. Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat (%) 

Capaian sampai dengan triwulan II adalah 59,52% 

Faktor Penghambat : 

• Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kabupaten/kota 

• Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah 

secara mandiri  

 

 



LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR  

TAHUN 2024 

 

17 
 

Faktor Pendorong : 

• Isu sampah sudah menjadi isu yang menarik bagi kepala daerah sehingga mulai 

mendapat perhatian dalam kebijakan pengolahan sampah 

• Adanya reward pemerintah pusat terhadap daerah yang melakukan pengelolaan 

sampah dengan baik 

Sub Kegiatan :  

• Sosialiasi dan bimtek penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan 

pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup          

• Koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak terkait pengaduan kegiatan tanpa izin 

dengan melibatkan aparat penegak hukum 

 

Program Unggulan : 

1. Jumlah energi yang dihasilkan oleh TPA Regional Payakumbuh () 

Faktor Penghambat : 

Belum adanya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan merubah sampah 

menjadi energi  

Faktor Pendukung : - 

Sub Kegiatan :  

2. Jumlah energi yang dihasilkan oleh TPA Regional Solok () 

Faktor Penghambat : 

Tidak adanya sarana prasarana yang merubah sampah menjadi energi 

Faktor Pendukung : - 

Sub Kegiatan :  

3. Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional 

Payakumbuh yang terlaksana () 

Capaian s.d triwulan II adalah 1 % 

Faktor Penghambat : 

• Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh dinas 

BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator 

DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas 

BMCKTR. 

• Pada pertengahan tahun 2023 TPA regional Payakumbuh masuk dalam usulan 

program pusat untuk menataan dan pembangunan TPST melalui dukungan 

anggaran pinjaman luar negeri. DED dibantu dibantu oleh kementerian PUPR 

sedangakn Amdal disusun oleh DLH. Penyusunan Amda telah dimasukan dalam 

rencana kegiatan tahun anggaran 2024, namun pada Desember 2023 terjadi 
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longsor di TPA regional Payakumbuh yang mengakibatkan dibatalkannnya 

usulan 

• Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan 

kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional 

• Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan 

dukungan dalam kebijakan anggaran 

4. Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional 

Payakumbuh yang terlaksana (persen) 

Capaian s.d triwulan II adalah – 

Faktor Penghambat : 

• Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh dinas 

BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator 

DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas 

BMCKTR. 

• Pada pertengahan tahun 2023 TPA regional Payakumbuh masuk dalam usulan 

program pusat untuk menataan dan pembangunan TPST melalui dukungan 

anggaran pinjaman luar negeri. DED dibantu dibantu oleh kementerian PUPR 

sedangakn Amdal disusun oleh DLH. Penyusunan Amda telah dimasukan dalam 

rencana kegiatan tahun anggaran 2024, namun pada Desember 2023 terjadi 

longsor di TPA regional Payakumbuh yang mengakibatkan dibatalkannnya 

usulan program untuk TPA Regional Payakumbuh. 

Faktor Pendorong : 

• Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan 

kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional 

• Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan 

dukungan dalam kebijakan anggaran 

5. Persentase Bioteknogi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Solok 

yang terlaksana () 

Faktor Penghambat : 

• Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh dinas 

BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator 

DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas 

BMCKTR. 

• Kondisi TPA regional Solok yang hampir habis umur pakainya perlu dilakukan 

kajian indeks risiko TPA yang merupakan kewenangan pusat (Kementerian 

PUPR dan KLHK). Hasil kajian menjadi dasar bisa dilakukan pengembangan 

atau harus dilakukan penutupan. 
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Faktor Pendorong : 

• Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan 

kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional 

• Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan 

dukungan dalam kebijakan anggaran 

6. Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan (FS )Yang Tersusun (Dokumen) 

Realisasi s.d triwulan II adalah 1 dokumen 

Faktor Penghambat :  

• Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh Dinas 

BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator 

DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas 

BMCKTR. 

• Kondisi TPA regional Solok yang hampir habis umur pakainya perlu dilakukan 

kajian indeks risiko TPA yang merupakan kewenangan pusat (Kementerian 

PUPR dan KLHK). Hasil kajian menjadi dasar bisa dilakukan pengembangan 

atau harus dilakukan penutupan. 

Faktor Pendorong : 

• Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan 

kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional 

• Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan 

dukungan dalam kebijakan anggaran 

7. Jumlah Dokumen DED Dan AMDAL Yang Tersusun (Dokumen) 

Faktor Penghambat :  

• Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh dinas 

BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator 

DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas 

BMCKTR. 

• Kondisi TPA regional Solok yang hampir habis umur pakainya perlu dilakukan 

kajian indeks risiko TPA yang merupakan kewenangan pusat (Kementerian 

PUPR dan KLHK). Hasil kajian menjadi dasar bisa dilakukan pengembangan 

atau harus dilakukan penutupan.  

Faktor Pendorong 

• Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan 

kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional 

• Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan 

dukungan dalam kebijakan anggaran 
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8. Persentase Konstruksi Yang Terlaksana (Persen) 

Faktor Penghambat :  

• Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh dinas 

BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator 

DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas 

BMCKTR. 

• Kondisi TPA regional Solok yang hampir habis umur pakainya perlu dilakukan 

kajian indeks risiko TPA yang merupakan kewenangan pusat (Kementerian 

PUPR dan KLHK). Hasil kajian menjadi dasar bisa dilakukan pengembangan 

atau harus dilakukan penutupan.  

Faktor Pendorong 

• Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan 

kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional 

• Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan 

dukungan dalam kebijakan anggaran 

9. Persentase Bioteknologi Sampah Menjadi Biogas/Carbon Pada TPA Regional 

Payakumbuh Yang Terlaksana (Persen) 

Faktor Penghambat :  

• Dokumen DED dan Amdal pada awalnya di tetapkan dilaksanakan oleh dinas 

BMCKTR, namun di dashboard indikator progul tetap muncul menjadi indikator 

DLH, termasuk kegiatan konstruksi yang seharusnya berada pada dinas 

BMCKTR. 

• Kondisi TPA regional Solok yang hampir habis umur pakainya perlu dilakukan 

kajian indeks risiko TPA yang merupakan kewenangan pusat (Kementerian 

PUPR dan KLHK). Hasil kajian menjadi dasar bisa dilakukan pengembangan 

atau harus dilakukan penutupan.  

Faktor Pendorong 

• Keterbatasan lahan dikabupaten/kota sehingga kabupaten/kota mengusulkan 

kepada provinsi untuk dibuatkan TPA/TPST regional 

• Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib sehingga perlu mendapatkan 

dukungan dalam kebijakan anggaran 

10. Jumlah Nagari/Desa Yang Melaksanakan Budidaya Maggot (Nagari/Desa)  

Capaian s.d triwulan II adalah 30 nagari/desa 

Faktor Penghambat :  

Susah mencari pakan maggot (sampah organik)  

Faktor Pendorong  : 

• Dukungan dari wali nagari dan perangkat desa 
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• Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan 

sampah domestik menggunakan metode bio konversi (maggot)  

11. Jumlah Limbah B3 Yang Dikelola (Ton/Tahun)  

Capaian s.d triwulan II adalah 183.939,72 ton/tahun 

Faktor Penghambat : 

• Pembuangan limbah B3 secara ilegal ke lingkungan 

• Belum semua penghasil limbah B3 melaporkan limbah  B3 yang dihasilkan ke 

aplikasi siraja 

• Penyimpanan limbah B3 yang melewati masa simpan terutama limbah medis 

yang masa simpannya hanya 2x24 jam di suhu ruang sedangkan untuk 

pengangkutan limbah B3 memakan waktu lebih dari 2x24 jam. Selain itu 

operasional UPTD LB3M belum berjalan sampai kondisi Juni 2024 1. 

Faktor Pendorong :  

• Adanya aplikasi siraja yang memudahkan untuk monev LB3 yang dihasilkan 

limbah LB3 yang dikelola, izin, pelaporan, dan kerja sama dengan pengelolaan 

lanjutan 

• Kerja sama pengeloaan limbah B3 medis dengan pihak ketiga dan sudah adanya 

transporter yang mempunyai cold storage dengan suhu <0 derajat celcius pada 

truk pengangkutnya sehingga bisa memperpanjang masa simpan   

Rencana Tindak Lanjut : 

a. Melakukan pembinaan ke perusahaan/instansi LH kab-kota terkait ketaatan 

terhadap pengelolaan limbah B3 termasuk pelaporan limbah B3 ke SIRAJA  

b. Memperketat pengawasan pengelolaan limbah B3 terhadap penghasil 

c. Memproses perizinan pengelolaan limbah B3 sesuai perundang-undangan yang 

berlaku    

 

Dinas SDABK 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

1. Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%) 

Capaian s.d triwulan II adalah 72,11% 

Faktor Penghambat: 

• Air pada Saluran irigasi dimanfaatkan bukan hanya untuk mengaliri sawah. 

• Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan sempadan saluran irigasi 

Rencana Tindak Lanjut: 

• Percepatan pelaksanan kegiatan sesuai schedule pelaksanaan kegiatan  

• Pengawasan pada paket pekerjaan yang belum selesai 
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Sub Kegiatan: 

• Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 

• Rehabilitasi Bendung Irigasi 

• Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi 

• Operasi dan pemiliharaan jaringan irigasi permukaan. 

Lokasi : 65 DI kewenangan provinsi 

2. Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air (%) 

Capaian s.d triwulan II adalah 59,40% 

Faktor Penghambat : 

• Terkendala dengan Pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi 

pembangunan embung 

• Akses ke lokasi pembangunan embung yang sulit dijangkau. 

Rencana Tindak Lanjut : 

Pelaksanan kegiatan sesuai schedule 

Sub Kegiatan : 

Pembangunan Embung Dan Penampungan Air Lainnya 

Lokasi : Kab. Padang Pariaman 

3. Persentase Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Daya Rusak Air (%) 

Capaian s.d. Triwulan II = 68,61% 

Faktor Pendorong : 

• pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan schedule 

pelaksanaan 

• adanya dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait 

Faktor Penghambat : 

• Bencana Alam 

• Belum adanya regulasi terhadap pengaturan sempadan pada beberapa sungai 

Rencana Tindak Lanjut : 

Pelaksanan kegiatan sesuai schedule 

Sub Kegiatan : 

• Pembangunan Bagunan Perkuatan Tebing 

• Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Lainnya 

Lokasi kegiatan : Pasaman Barat, Kab. 50 Kota, Kota Padang, Pasaman, Pessel, 

Tanah Datar, Kota Pariaman, Payakumbuh 

Indikator Kinerja Daerah (IKD) 

1. Persentase Volume Tampungan Sumber-Sumber Air (%) 

Capaian s.d triwulan II adalah 59,40% 
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Faktor Penghambat : 

• Terkendala dengan Pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi 

pembangunan embung 

• Akses ke lokasi pembangunan embung yang sulit dijangkau. 

Rencana Tindak Lanjut : 

Pelaksanan kegiatan sesuai schedule 

Sub Kegiatan : 

Pembangunan Embung Dan Penampungan Air Lainnya 

Lokasi : Kab. Padang Pariaman 

2. Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%) 

Capaian s.d triwulan II adalah 72,11% 

Faktor Penghambat : 

• Air pada Saluran irigasi dimanfaatkan bukan hanya untuk mengaliri sawah. 

• Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan sempadan saluran irigasi 

Faktor Pendorong : 

Percepatan persiapan pengadaan, proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan 

Rencana Tindak Lanjut : 

• Percepatan pelaksanan kegiatan sesuai schedule pelaksanaan kegiatan  

• Pengawasan pada paket pekerjaan yang belum selesai 

Sub Kegiatan : 

• Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 

• Rehabilitasi Bendung Irigasi 

• Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi 

• Operasi dan pemiliharaan jaringan irigasi permukaan. 

Lokasi : 65 DI kewenangan provinsi 

3. Persentase Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Daya Rusak Air (%) 

Capaian s.d. Triwulan II = 68,61% 

Faktor Pendorong : 

• pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan schedule 

pelaksanaan 

• adanya dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait 

Faktor Penghambat : 

• Bencana Alam 

• Belum adanya regulasi terhadap pengaturan sempadan pada beberapa sungai 

Rencana Tindak Lanjut : 

Pelaksanan kegiatan sesuai schedule 
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Sub Kegiatan : 

• Pembangunan Bagunan Perkuatan Tebing 

• Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Lainnya 

Lokasi kegiatan : Pasaman Barat, Kab. 50 Kota, Kota Padang, Pasaman, Pessel, 

Tanah Datar, Kota Pariaman, Payakumbuh 

4. Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih (%) 

Capaian triwulan II = 21,36% 

Faktor Penghambat : 

Keterbatasan anggaran 

Faktor Pendorong : 

Percepatan persiapan pengadaan, proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan 

Rencana Tindak Lanjut : 

Pelaksanan kegiatan sesuai schedule 

Sub Kegiatan :  

• Penyediaan TNA Pelatihan Tenaga Ahli Kontruksi Kualifikasi Ahli 

• Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli 

• Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli 

5. Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Berkinerja Baik (%) 

Faktor Pendorong : 

Percepatan pelaksanaan penilaian badan usaha jasa konstruksi 

Rencana Tindak Lanjut : 

Pelaksanan kegiatan sesuai schedule 

Sub Kegiatan :  

• Penyusunan Produk Hukum Daerah Terkait Penyelenggaran Jasa Kontruksi 

Provinsi  

Program Unggulan 

1. Jumlah jaringan irigasi Provinsi yang direhab (meter) 

Realisasi sampai dengan triwulan II = 4.245,5 meter 

Faktor Pendorong 

• Percepatan persiapan pengadaan, proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan 

• Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal 

Rencana Tindak Lanjut : 

Pelaksanan kegiatan sesuai schedule 

Sub Kegiatan : 

• Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 
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Lokasi : Kab. Solok, Kota Padang, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Pdg 

Pariaman, Kota Solok, Kab. Tanah Datar, Kab 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kab 

Pessel, Kab. Agam 

 

Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

1. Kemantapan Jalan (%) 

Realisasi s.d triwulan II = 67,99% (kemantapan jalan baru dapat dihitung pada akhir 

tahun) 

Faktor Pendorong : 

• Pelaksanaan Penyelenggaran jalan sesuai alur yang diatur perundang undangan 

sehingga setiap tahapan : persiapan, Perencanaan Pembangunan dan pengawasan 

Pembangunan jalan dapat berjalan dengan lancar dan terkontrol dengan baik 

sehingga bisa mendapatkan output yang optimal. 

• Sinergitas yang baik antar Unit Kerja - Unit Kerja penyelenggara jalan Provinsi 

maupun internal unit kerja (Bidang Marga, UPTD Jalan Wilayah 1 Sampai 

Wilayah 6, UPTD Workshop dan Peralatan serta UPTD Labor dan Bahan 

Konstruksi) juga antar Provinsi dengan kab/Kota dan Balai Pengembangan Jalan 

Nasional III. 

• Pengusulan Program - Program dengan pendanaan lainnya seperti Dana Alokasi 

Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, Inpres Jalan Daerah (IJD) dan 

Dana Hibah agar dapat menutupi Kekurangan ketersediaan Dana Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

• Penanganan bencana alam dilaksanakan dengan dana BTT 

Faktor Penghambat : 

• Adanya bencana alam yang menurunkan nilai kemantapan jalan eksisting 

• Rencana penanganan jalan daerah yang bersumber dari INPRES JALAN 

DAERAH (IJD) yang bersumber dari kementrian PUPR sampai akhir triwulan 2 

belum dimulai 

Rencana Tindak Lanjut : 

• Penanagan Menggunakan Data BTT Dan Pencairan Tahap Ke 2  

• Dalam Proses Pengusulan DSP BNPB (Menunggu Pencairan) 

• Mengajukan Di DPA Perubahan 

Sub Kegiatan :  

• Pembangunan Jalan  

• Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar 

• Kegiatan Pelebaran Jalan Meambah Lajur 
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• Kegiatan Konstruksi Jalan 

• Rehabilitasi Jalan 

• Pemeliharaan Rutin Jalan 

Lokasi kegiatan : Kab/Kota, DBH Sawit ( Pasaman : Panti Simpang Empat, Agam : 

Mangopoh Padang Luar), DAK (Tanah Datar : Ombilin - Batusangkar, Agam : 

Padang Kota gadang Palambayan, Kab. SOlok : Singkarak Aripan Tanjung Balit 

Padang Ganting, Mentawai : Kantor Camat – Berkat), BTT (Abai Sangir Sungai 

Dareh, Guguak Cino Sawahlunto, Palambaiyan Simpang Patai, Kota Mabang 

Balinka, Pangkalan Sialang Gelugur, Simpangg Tanjung Air Sei Lolo Gelugur, 

Berok Nipah Purus) 

 

Indikator Kinerja Daerah 

1. Kemantapan Jalan (%) 

Realisasi s.d triwulan II = 67,99% (kemantapan jalan baru dapat dihitung pada akhir 

tahun) 

Faktor Pendorong : 

• Pelaksanaan Penyelenggaran jalan sesuai alur yang diatur perundang undangan 

sehingga setiap tahapan : persiapan, Perencanaan Pembangunan dan pengawasan 

Pembangunan jalan dapat berjalan dengan lancar dan terkontrol dengan baik 

sehingga bisa mendapatkan output yang optimal. 

• Sinergitas yang baik antar Unit Kerja - Unit Kerja penyelenggara jalan Provinsi 

maupun internal unit kerja (Bidang Marga, UPTD Jalan Wilayah 1 Sampai 

Wilayah 6, UPTD Workshop dan Peralatan serta UPTD Labor dan Bahan 

Konstruksi) juga antar Provinsi dengan kab/Kota dan Balai Pengembangan Jalan 

Nasional III. 

• Pengusulan Program - Program dengan pendanaan lainnya seperti Dana Alokasi 

Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, Inpres Jalan Daerah (IJD) dan 

Dana Hibah agar dapat menutupi Kekurangan ketersediaan Dana Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

• Penanganan bencana alam dilaksanakan dengan dana BTT 

Faktor Penghambat : 

• Adanya bencana alam yang menurunkan nilai kemantapan jalan eksisting 

• Rencana penanganan jalan daerah yang bersumber dari INPRES JALAN 

DAERAH (IJD) yang bersumber dari kementrian PUPR sampai akhir triwulan 2 

belum dimulai 

Rencana Tindak Lanjut : 

• Penanganan Menggunakan Data BTT Dan Pencairan Tahap Ke 2  
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• Dalam Proses Pengusulan DSP BNPB (Menunggu Pencairan) 

• Mengajukan Di DPA Perubahan 

Sub Kegiatan :  

• Pembangunan Jalan  

• Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar 

• Kegiatan Pelebaran Jalan Meambah Lajur 

• Kegiatan Konstruksi Jalan 

• Rehabilitasi Jalan 

• Pemeliharaan Rutin Jalan 

Lokasi kegiatan : Kab/Kota, DBH Sawit ( Pasaman : Panti Simpang Empat, Agam : 

Mangopoh Padang Luar), DAK (Tanah Datar : Ombilin - Batusangkar, Agam : 

Padang Kota gadang Palambayan, Kab. Solok : Singkarak Aripan Tanjung Balit 

Padang Ganting, Mentawai : Kantor Camat – Berkat), BTT (Abai Sangir Sungai 

Dareh, Guguak Cino Sawahlunto, Palambaiyan Simpang Patai, Kota Mabang 

Balinka, Pangkalan Sialang Gelugur, Simpangg Tanjung Air Sei Lolo Gelugur, 

Berok Nipah Purus) 

 

Program Unggulan 

1. Jumlah panjang jalan Provinsi yang terbangun baru menuju Kawasan sentra 

produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (kilometer) 

Realisasi s.d triwulan II = 0,95 KM 

Faktor Pendorong : 

Pembiayaan Dari DBH Sawit Dan DAK 

Faktor Penghambat : 

Alokasi anggaran tidak bisa mencapai dari target yang ditetapkan 

Rencana Tindak Lanjut : 

Pengusulan Pembiayan pada APBD tahun 2025 dan DAK 2025 

Sub Kegiatan : 

• Pembangunan Jalan  

• Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar 

• Kegiatan Pelebaran Jalan Meambah Lajur 

• Kegiatan Konstruksi Jalan 

• Rehabilitasi Jalan 

• Pemeliharaan Rutin Jalan 

Lokasi Kegiatan : Abai Sangir Sei Dareh, Pasar Baru Alahan Panjang, Pangkalan 

Koto Baru Sialang Gelugur, Alahan Panjang - Kiliran Jao, Surantiah Kayu Aro 

Langgai, Duku Sicincin, Palupuah Puagadih Koto Tinggi, Lbk Sikaping Talu, 
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Bungo Tanjung Teluk Tapang, Purus Bim, Tapus Muaro Sei Lolo Gelugur, Kantor 

Cermat Berkat. 

  

 

2.3.  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Tahun 2024 

(terlampir) 
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BAB III 
PERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini terkait dengan realita yang menunjukkan bahwa gerak laju dan 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur 

seperti transportasi, irigasi, telekomunikasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor 

ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi dan merupakan vatalisator proses 

pembangunan daerah. 

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur merupakan salah satu 

pengeluaran pembangunan terbesar disamping pendidikan dan kesehatan, dengan demikian 

belanja publik yang dialokasikan untuk infrastruktur harus mampu menstimulas tumbuh dan 

terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu mendorong investasi serta ekspor. 

Secara umum permasalahan dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera 

Barat yaitu : 

1. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan pelaksanaan beberapa program dan kegiatan 

terkait infrastruktur di kabupaten/kota dengan provinsi. 

2. Dinamika perkembangan wilayah yang cepat dan variatif terhadap waktu membuat 

perencanaan pembangunan yang telah disepakati pada awal perencanaan tidak dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. 

3. Belum optimalnya sosialisasi dan implementasi terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan serta belum disusunnya aturan 

turunan terkait Perda Infrastruktur Berkelanjutan 

4. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menyebabkan masih banyaknya infrastruktur 

yang belum tertangani secara baik dan memadai. 

5. Belum terrealisasinya pengalokasian anggaran belanja infrastruktur pelayanan public 

sebesar 40% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

6. Terdapat beberapa program unggulan Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan rencana 

pembangunan daerah yang sudah ditetapkan seperti RTRW dan RPJMD. 

7. Kurangnya rapat-rapat koordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota serta OPD Provinsi 

terkait perencanaan pembangunan daerah 

8. Belum terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup 

secara optimal. 

  Permasalahan pembangunan pada pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat 

dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut: 



LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI 
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR  

TAHUN 2024 

 

30 
 

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

a. Belum meratanya konektivitas jalan antar daerah kabupaten, kota, provinsi tetangga, 

jalan mitigasi bencana, jalan menuju kawasan strategis, dan akses jalan pesisir pantai 

barat Pulau Sumatera. 

b. Banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak akibat kejadian bencana alam, ODOL 

dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemanfaatan jalan. 

c. Masih terdapat bendungan, embung dan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana 

alam. 

d. Belum optimalnya penanganan penanggulangan banjir dan bencana alam akibat daya 

rusak air sungai yang berdampak kepada permukiman dan lahan pertanian.  

e. Belum optimalnya penanganan dan perbaikan jaringan irigasi yang berakibat kepada 

kurangnya produksi pertanian dan juga banyak lahan irigasi yang beralih fungsi. 

f. Belum optimalnya pengendalian abrasi pantai pada daerah yang berada pada kawasan 

pantai  

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Sumatera Barat. Namun 

demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:  

a. Belum baiknya tingkat pelayanan terminal penumpang utamanya tipe B dari aspek 

jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;  

b. Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas 

dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya;  

c. Masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya dan perlintasan 

sebidang kereta api mengakibatkan belum tercapainya target penurunan kecelakaan.  

d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan Prasarana Perhubungan 

3. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 

Permasalahan lingkungan hidup mencakup persampahan, pencemaran dan 

pengrusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi/pelestarian lingkungan hidup dan 

pengendalian polusi yang ditimbulkannya. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan penuh 

pengumpulan sampah yang rendah (15,01%), sarana dan prasaraan yang belum 

memadai dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan 4R (Reduce, Recycle, 

Reuse, Replace) dalam pengelolaan sampah. Akibatnya tempat pembuangan 

sementara dan tempat pembuangan akhir tidak mampu menampung volume sampah 

yang ada.  
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b. Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup belum terlaksana 

sebagaimana mestinya akibat pengawasan dan penaatan hukum yang belum optimal. 

c. Penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati danau prioritas nasional (Danau 

Singkarak dan Danau Maninjau). 

d. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam belum optimal seperti konservasi 

daerah aliran sungai dan danau.  

e. Belum optimalnya perencanaan dan implementasi pembangunan Rendah Karbon 

untuk pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan intensitas Emisi. 
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BAB IV 

PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 

1) Infrastruktur memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi 

dan peningkatan daya saing daerah sehingga dengan demikian percepatan 

pembangunan infrastruktur merupakan hal prioritas yang harus dilakukan oleh daerah; 

2) Percepatan pembangunan infrastruktur membutuhkan komitmen dari semua pihak dan 

pemangku kepentingan terkait, tidak hanya dari unsur pemerintah daerah, namun juga 

non pemerintah dan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan; 

3) Kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur dituangkan dalam dokumen 

perencanaan nasional dan harus diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah untuk 

menunjukkan keselarasan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah. 

Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur perlu diperhatikan sinkronisasi 

perencanaan dan penganggaran antara kegiatan pusat dan daerah, baik dari sisi fungsi, 

besaran, waktu, maupun lokasi; 

4) Pembangunan infrastruktur membutuhkan ketepaduan dalam pengelolaannya mulai 

dari perencanaan, penganggaran, proses konstruksi, hingga monitoring dan evaluasi. 

Hal ini juga perlu ditunjang oleh sistem infrormasi baik dari sisi proses pengusulan 

data secara numerik maupun dari segi sistem informasi geografis untuk mengakomodir 

kebijakan satu peta. 

 

4.2 Saran 
1) Dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek daerah 

harus mengakomodir kebijakan dan strategi percepatan pembangunan infrastruktur 

pusat dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur; 

2) Perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergitas antara rencana percepatan pembangunan 

infrastruktur Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Pusat, provinsi 

tetangga, dan rencana pembangunan sektoral lainnya; 

3) Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, Provinsi Sumatera Barat harus 

mampu memanfaatkan peluang yang ada, misalnya tingginya volume perjalanan orang 

dan barang yang akan menjadi demand yang potensial untuk peningkatan sarana dan 

prasarana transportasi. Peluang lainnya terkait infrastruktur bertaraf internasional yang 

dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat seperti pelabuhan dan bandara yang berpotensi 

untuk mendatangkan investor. Disamping itu Sumatera Barat juga termasuk dalam 

salah satu destinasi wisata prioritas nasional yang berpeluang untuk menarik dana pusat 

untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang objek wisata. 

4) Perlu peningkatan komitmen, kerjasama, dan koordinasi dari semua stakeholders untuk 

percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat; 
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5) Perlu adanya peningkatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah 

dimana dengan adanya penambahan kewenangan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 

disertai pula dengan peningkatan alokasi pendanaan baik dalam bentuk DAU maupun 

DAK. Selain itu peran strategis DAK fisik sebagai bentuk sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah 

perlu diperbesar alokasinya untuk menutupi celah fiskal yang dimiliki oleh daerah. 

Disamping itu perlu juga sinkronisasi dan harmonisasi penggunaan Alokasi Dana Desa 

untuk pembangunan fisik pada skala kecil yang disesuaikan dengan kebijakan 

pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

6) Untuk mengantisipasi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, perlu dicari 

alternatif pembiayaan selain APBD provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu upaya 

adalah dengan meningkatkan keterlibatan swasta dan masyarakat dalam percepatan 

pembangunan infrastruktur. 
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